BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang di dapat dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian di
kabupaten boyolali sudah sesuai prosedure IPPT dan RTRW
setempat, berdasarkan penelitian yang telah dilakakun jumlah
pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk
kegiatan industri sesudah maupun sebelum alih fungsi dilakukan
tidak menggang atau mengurangi Tanah Pertanian. Karena dalam
pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk
kegiatan industri dilakukan terhadapan tanah tegalan dan sawah bero
(sawah yang sudah lama tidak di tanami) yang dinganggap tidak
memiliki produktivitas yang baik sehingga tidak mempengaruhi
lahan pertanian serta ketahanan pangan di Kabupaten Boyolali.

2. Bahwa hambatan hambatan yang dialam Kantor badan pertanahan
kabupaten dalam pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non
pertanian untuk kegiatan industri,mengenai Pengendalian tanah itu
sendiri. Banyak terjadi Zona hijau seringkali di lakukan pengeringan
lahan tanpa sepengetahuan Badan Pertanahan Nasional maupun

Pemerintah Daerah
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B. Saran
Dari beberapa permasalahan dan uraian yang telah dibahas, maka penulis
menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan
masukan pagi pihak yang melakukan alih fungsi dari sektor pertanian ke
non pertanian untuk kegiatan industri, khususnya di Kabupaten Boyolali, :

1. Demi tercapai pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non
pertanian untuk kegiatan industri yang sesuai procedure, maka
Badan Pertanahan Nasional berserta Pemda Kabupaten Boyolali (
dinas yang terkait) perlu memberikan penyuluhun terkait alih fungsi
tanah pertanian ke non pertanian kepada tiap masyarkat ada di
kecamatan dan khususnya bagi ivestor swasta ataupun asing yng
akan mendirikan pembangunan industry yang memerlukan adannya
perubahan penggunaan tanah khususnya di Kabupaten Boyolali.

2. Perluditingkatkan pengawasan terhadap alih fungsi tanah pertanian
ke non pertanian khususnya untuk kegiatan industri di Kabupaten
Boyolali. Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Boyolali
beserta masyarakat sebaiknya dalam hal ini menjaga keberadaan
tanah khususnya tanah pertanian. Melihat dalam hal ini juga
mempengaruhi dalam ketahanan pangan. Walaupun alih fungsi
tanah pertanian ke non pertanian untuk kegiatan industri khususnya
di Kabupaten Boyolali sampai periode 2015 sampai 2019 terbilang
masih terkendali. Namun tidak menutup kemungkinan di waktu

kedepan akan bertambah kerena melihat salah satu Visi Kabupaten
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Boyoali yang “Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan

Lebih Sejahtera” disisilain lemah nya pengendalian adanya alih

fungsi tanah per on pertanian yang akan berdampak
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